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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga buku ini
dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak henti-hentinya kami
curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah sempurna,
teladan utama bagi umat manusia.

Dalam upaya mendukung pemahaman dan implementasi Hukum
Ekonomi Syariah, hadir buku ini sebagai panduan yang komprehensif
dan berisi penjelasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan
ekonomi syariah. Buku Hukum Ekonomi Syariah ini spesial ditulis oleh
13 Penulis dari berbagai afiliasi di Indonesia. Melalui buku ini akan
diberikan gambaran penuh terkait Konsep Dasar Hukum Ekonomi
Syariah, Prinsip Ekonomi Syariah, Sistem Keuangan Syariah, Etika
Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian
Syariah, Kepailitan Syariah, E-Commerce Syariah, Prinsip, Syarat, Dan
Kontrak Dalam Perdagangan Syariah, Legislasi Dan Pengaturan
Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,
Tantangan Dan Prospek Hukum Ekonomi Syariah.

Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi para
praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik untuk
memahami dan mengimplementasikan Hukum Ekonomi Syariah
dengan benar. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi kontribusi
yang berarti dalam pengembangan dan penyebarluasan Hukum
Ekonomi Syariah di Indonesia.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT senantiasa
memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam
menjalankan ekonomi yang berlandaskan syariah, sehingga dapat
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

[Penulis]
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BAB 1
KONSEP DASAR HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Jember

Pendahuluan

Menurut kamus Oxford Advance Learner, kata "harta" dapat
disamakan dengan kata "kekayaan" yang memiliki makna sebagai
jumlah nilai uang yang besar, properti, dan lain sebagainya serta
sejumlah besar dari angka atau sesuatu yang merupakan kekayaan
(sejumlah besar atau jumlah dari sesuatu, keadaan menjadi kaya).
Dalam bahasa Arab, kata "harta" diterjemahkan sebagai "maal" yang
secara harfiah berarti kecenderungan karena manusia pada dasarnya
cenderung suka akan harta. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah
Ali Imran ayat 14: "Manusia diberi perhiasan dalam bentuk
kecenderungan terhadap apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita,
anak-anak, kekayaan yang berlimpah seperti emas, perak, kuda pilihan,
ternak, dan tanah. Itulah kenikmatan hidup di dunia, dan di sisi Allah-
lah tempat kembali yang baik (surga)".

Secara terminologi, kata "maal" dalam bahasa Arab yang berarti
harta didefinisikan sebagai berikut: "Segala sesuatu yang dimiliki oleh
manusia, baik individu maupun kelompok, berupa barang-barang
kesenangan (mata’), barang dagangan, tanah pekarangan, uang, dan
binatang ternak”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "harta" diartikan sebagai
barang (uang dan sejenisnya) yang menjadi kekayaan seseorang serta
kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai dan yang

menurut hukum dimiliki oleh perusahaan.
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dipandang cakap dalam melakukan perjanjian atau akad. Terdapat

kriteria para pihak yang dianggap cakap dalam melakukan

perjanjian atau akad, yang dibagi dalam dua hal pokok yaitu:

a. Ahliyatul Ada’ adalah orang yang layak dengan sendirinya dapat
melakukan perjanjian atau akad.

b. Wilayah atau perwalian. Wilayah artinya adalah kewenangan
yang diberikan oleh syara atau undang-undang kepada
seseorang untuk melakukan perjanjian atau akad, yang memiliki
implikasi hukum, sedangkan kewenangan perwalian terdiri atas
dua bentuk:

1) Niyabah Aslihiyah, adalah seseorang yang memiliki
kecakapan dan melakukan Tindakan hukum untuk
kepentingan diri sendiri; dan

2) Niyabah Al-Syar'iyyah, adalah kewenangan yang diberikan
kepada pihak lain yang memiliki kecakapan untuk
melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain.

. Objek Akad

Objek akad dikenal dengan istilah mahal al-adq adalah hal yang
dijadikan objek akad yang dapat berimplikasi hukum. Jenis objek
akad dapat beragam tergantung dengan jenis akadnya. Dapat
dicontohkan dalam akad jual beli, objek akadnya adalah barang
yang diperjual belikan, terkait dengan hal tersebut perlu dipahami
bahwa pada akad terdapat syarat-syarat obyek yang baik, yaitu:

a. Ada pada waktu akad diadakan.

b. Dibenarkan oleh syara’/ nash.

¢. Dapat ditentukan dan diketahui.

d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

*okok kKoK
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BAB 2
PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Dr. Ady Purwoto, S.Kep., Ns., M.Kep., S.H., M.H.
Universitas IBN Khaldun Bogor
Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada Jakarta

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa
Arab, hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan
(provision). Dalam ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti
penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan
istilah kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau
dalam istilah sehari- hari terikat dengan ketentuan halal-
haram,sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu
lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan
yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah (Hafizh Dasuki, 2011).

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya
dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lainnya, istilah itu
dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad al-
Islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic
economic ilm al-iqtishad al-Islami).

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul
Mun'’in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang
ekonomi yang digali dari Al-Qur’an al-karim dan As-sunnah.
Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli
ekonomi Islam (Abdul Manan, 2012).

1. M. Umar Chapra
Ekonomi Islam adalah “Islamic economic was defined as the branch
of knowledge which helps realize human well being through an

Ady Purwoto
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dan duka antara orang-orang yang bersaudara dalam penciptaan
dan karenanya tidak tega merawat saudara mereka, jangan curang
dan sebagainya.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi
untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang
(dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniah) untuk mencapai ridha Allah
secara individu dan kolektif. Selain itu, uang adalah ujian bagi
Tuhan untuk melihat apakah seseorang bersyukur atau tidak.
Fungsi sosial kekayaan dalam Al-Qur’an adalah untuk menciptakan
masyarakat yang berbudi luhur dan egaliter.

6. Asas Keseimbangan

Allah SWT telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi
untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batasan-batasan
tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang
membahayakan keselamatan jasmani dan rohani, tuhan, diri atau
orang lain, dan lingkungan sekitar. Adalah nilai-nilai inti yang
mempengaruhi berbagai aspek perilaku ekonomi umat Islam.
Prinsip keseimbangan dalam ekonomi ini dinyatakan dalam
kesederhanaan, penghematan, menghindari pemborosan dan tidak
serakah.
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Sejarah Singkat Bank Syariah
Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim
terbesar di dunia, kondisi ini menjadi peluang dalam mengelola
lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Pada
tahun 1993 kebijakan terkait kewenangan penentuan tingkat suku
bunga termasuk bunga nol persen (zero interest) dikeluarkan
menyusul paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) terkait deregulasi
di bidang perbankan dan perizinan mendirikan bank-bank baru,
termasuk Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kebijakan ini kemudian
disusul dengan pembukaan jendela syariah (Islamic window) di mana
bank-bank konvensional dapat menyediakan jasa pendanaan syariah
melalui program bebas riba (usury) dan gharar (uncertainty).
Munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan Syariah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil menjadi dasar regulasi
pengelolaan bank syariah di Indonesia. Undang-Undang ini kemudian
diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang
memperkokoh eksistensi bank syariah di antara bank-bank
konvensional yang telah berkembang di Indonesia. UU tersebut
menegaskan sekaligus menghapus Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 1992 yang melarang dual banking system.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendorong tumbuh dan
berkembangnya bank syariah baru dengan sistem dual banking.
Sebagaimana terekam dalam catatan Bank Indonesia, bank-bank
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sebagai dana pembiayaan mudharabah atau ijarah oleh bank
sebagai pengelola. Bagi hasil dalam model pembiayaan ini
dilakukan dengan mempertimbangkan nisbah yang disepakati
dan bank bertanggung jawab penuh bila terjadi kerugian atas
dana yang digunakan sebagai pembiayaan.

. Mudharabah Mutlagah-Muqayyadah

Mudharabah Mutlagah dapat diterapkan dalam tabungan dan
deposito yang dilakukan dalam dua jenis himpunan dana, yaitu
tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah. karena itu,
bank tidak melakukan pembatalan terhadap dana yang
dihimpun Untuk tabungan mudharabah, beberapa fasilitas yang
disiapkan bank meliputi buku tabungan sebagai bukti
penyimpanan, kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya.
Sementara untuk deposito mudharabah, bank wajib
memberikan sertifikasi atau tanda penyimpanan (bilyet)
deposito kepada deposan. Selama perjanjian berlaku, penabung
tidak boleh memiliki saldo negatif. Dan ketentuan-ketentuan
lain dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan
prinsip syariah.
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Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Apa yang dimaksud dengan Etika?

Etika dipahami sebagai kepribadian, perilaku dan cara kerja
pengusaha yang merupakan komponen pendukung dalam berbisnis
(Kadir, 2013). Selain itu etika dilihat pula sebagai tanda untuk
memperbaiki dan mengarahkan anggota atau kelompok untuk
melakukan perbuatan baik yang harus dilakukan dan diikuti
(Zamzam&Aravik, 2020).

Perkembangan frase etika bisnis berasal dari kata bahasa Yunani
“ethos” yang artinya pranata atau kebiasaan. Itu artinya etika mengacu
pada cara yang ditentukan oleh suatu masyarakat kepada masyarakat
lainnya untuk generasi berikutnya menurut nilai-nilai, tata nilai, cara
hidup yang baik, aturan hidup yang baik.

Dalam implementasinya, etika memerlukan tinjauan yang tajam
terhadap semua situasi sosial dan organisasi. Untuk itu dibutuhkan
informasi yang lengkap tentang nilai-nilai dan aturan moral yang
baku, serta informasi heuristik mengingat situasi yang belum berjalan
atau situasi yang sudah dijalankan oleh pihak yang berkepentingan
(Faisal Badroen, Suhendra, M. Arief Mufraeni,Ahmad Bashori, 2006).

Etika Bisnis Syariah

Bisnis dan etika, dalam ekonomi Islam, dianggap saling berkaitan erat,
karena bisnis adalah simbol urusan dunia yang dipandang sebagai
bagian tak terpisahkan dari hal-hal yang mewakili investasi di akhirat.
Etika bisnis syariah adalah aktivitas usaha yang dilakukan
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Bisnis yang Dilarang di dalam Islam

1. Jahalah/Ketidakjelasan
Pengelolaan bisnis tidak diperbolehkan mengandung unsur
jahalah atau ketidakjelasan dalam hal jumlah, jenis, ukuran,
kehalalan dan keharaman, periode jatuh tempo, dan lain-lain,
untuk menghindari adanya pihak yang merasa tertipu.

2. Maisir/Pertaruhan
Hal terlarang lainnya dalam bisnis adalah pertaruhan. Hadits
Rasulullah SAW juga menegaskan hal ini.

3. Az-Zhulmu/Kekejaman
Saat berbisnis kita tidak boleh kejam. Allah SWT sangat membenci
kekejaman. Bentuk-bentuk iklan dalam bisnis seperti penipuan,
penimbunan.

4. Riba
Adanya unsur riba atau bunga (riba sudah pasti dilarang di dalam
I[slam).

5. Gharar/Pembohongan/Pengelabuan/Penipuan

Semua bentuk penipuan atau pengelabuan dilarang di dalam
menjalankan usaha atau bisnis.

skkkokkkok
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Universitas Surakarta

Pendahuluan

Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat, terutama
karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Hal ini
memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan Bank Syariah
di negara ini. Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah
Indonesia 2021 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (0JK),
disebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 10
kategori teratas di dunia dalam bidang Halal Food, Modest Fashion,
Islamic Finance, dan Pharma & Cosmetics. Meskipun terdampak oleh
pandemi Covid-19, capaian aset keuangan syariah secara global pada
tahun 2020 mencapai US$3,37 triliun, dengan peningkatan sebesar
13,8%.

Indonesian Islamic banking institutions are growing more steadily
than conventional banks (Garcia et al., 2004) (Setyobudi et al., 2015).
The annual growth of the Islamic financial business is 20% which
includes the growth of branch accounts and employees with different
knowledge and skills (Setyobudi et al., 2015). OJK menyatakan dalam
siaran pers pada 17 Oktober 2017, bahwa market share industri
keuangan syariah berhasil mencapai 8,11%. Sementara bank syariah
menguasai 5,55% market share perbankan (Nasution & AK, 2019).
Industri perbankan syariah dipastikan akan tumbuh lebih dari 10% di
tahun 2023 seperti yang dinyatakan oleh Asosiasi Bank Syariah
Indonesia (ASBISINDO). Menurut data OJK 2021 terdapat 12 Bank
Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah.

Ashinta Sekar Bidari




Perbankan Syariah

ekonomi. (c) Membantu meningkatkan efektivitas nilai-nilai Islam
pada urusan keuangan dan ekonomi (Rivai, 2010).

Keterlibatan DPS secara tidak langsung dalam sebuah manajemen
pada lembaga keuangan syariah, hal tersebut dikarenakan telah
menjadi tanggung jawab secara langsung di bawah kewenangan
Direksi lembaga keuangan syariah (Sultoni, 2019). Para ulama
memiliki peran utama dalam DPS yaitu menjadi pengawas atas
berjalannya operasional bank setiap hari supaya sesuai dengan
peraturan syariah. Hal tersebut dikarenakan seluruh pembayaran
yang berlaku pada bank syariah memiliki sifat khusus, berbeda
daripada bank konvensional. Untuk itulah, ketentuan ini oleh DSN
perlu disusun dan ditentukan (Irham, 2019).

Menurut AAOIFI (accounting and auditing organization of Islamic
financial institutions) sudah menentukan standar terhadap DPS, dari
susunan sampai beberapa hal yang saling berkaitan, misalnya laporan,
peraturan dan yang lainnya. Berdasarkan standar tersebut, perlu
adanya penegasan bahwa lembaga syariah terlepas dari pengaruh
para ulama, yang berhubungan dengan hukum Islam dan ilmu
pengetahuan (Prabowo & Jamal, 2017). Merupakan badan yang
memiliki kewenangan atau otoritas untuk membuat fatwa
berkaitan dengan prinsip syariah terkait beberapa jenis kegiatan,
produk, ataupun jasa ialah DSN. DPS berperan besar bukan sekedar
mengawasi kegiatan operasional akan tetapi turut serta mendorong
pertumbuhan keuangan syariah dan sektor ekonomi di Indonesia
(Nelli, 2015).
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Pendahuluan

Dalam bidang keuangan, terdapat berbagai produk jasa keuangan,
salah satunya adalah asuransi. Asuransi adalah layanan keuangan
yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga seseorang dalam
kasus terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan saat berkendara, atau saat
membutuhkan perawatan di rumah sakit (asuransi kesehatan).

Secara sederhana, asuransi adalah kontrak antara perusahaan
asuransi dan tertanggung yang memberikan dasar bagi perusahaan
asuransi untuk menerima pembayaran. Dalam sistem Islam, terdapat
juga asuransi yang berbasis syariah, yang didasarkan pada prinsip-
prinsip Hukum Islam. Dalam konteks ini, asuransi secara Islam
merupakan upaya saling membantu (ta'awuni) dan melindungi
peserta (takaful) untuk mengatasi risiko tertentu. Hal ini dilakukan
melalui akad atau perjanjian yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah, dan peserta membayar premi asuransi yang dikelola oleh
perusahaan asuransi syariah.

Aturan hukum mengenai asuransi, baik syariah maupun
konvensional, di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi syariah dapat
didefinisikan sebagai "usaha saling tolong-menolong dan saling
melindungi antara para peserta yang penerapan operasional dan
prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak sesuai
dengan syariat Islam, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai
asuransi syariah.” Dalam konteks ini, asuransi bukanlah suatu usaha
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syariah, asuransi syariah, maupun sistem syariah lainnya. Hal ini
disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem
syariah. Mereka menganggap bahwa sistem syariah tidak jauh
berbeda dengan sistem konvensional. Namun, perlu digaris bawahi
bahwa sistem syariah dan konvensional sangatlah berbeda, terutama
dalam prinsip dan cara kerjanya dalam sistem syariah.
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Pendahuluan
Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai
pembangunan masyarakat adalah lembaga pegadaian (Muhammad,
2007). Lembaga pegadaian termasuk lembaga keuangan non bank,
selain lembaga perbankan dan pasar modal sebagai bagian dari
lembaga jasa keuangan (LJK). LJK adalah lembaga yang melaksanakan
kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pegadaian.
Praktik gadai yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia
berasal dari Cina, tepat pada masa Dinasti Han (207 SM s.d. 200 SM)
dan terus berkembang sampai zaman Dinasti Ming sekitar tahun
1368-1644 M. Pada masa itu, hampir di setiap sudut kota dan desa di
Cina terdapat fasilitas gadai untuk memenuhi kebutuhan keuangan
masyarakat. [a merupakan aktivitas yang tidak hanya dilakukan pada
siang hari, tapi juga di malam hari (Iskandar & Addiarahman, 2017).
Ada empat institusi keuangan yang tumbuh dan berkembang dalam
sejarah Cina Kuno yang berasal dari tradisi dan ajaran Budha, yakni:
these four are pawnshop, the mutual financing association, the auction
sale, dan the sale of lottery tickets. Berhubungan dengan pegadaian,
institusi pegadaian dimiliki dan dibuka oleh para biarawan dari kuil-
kuil Budha. Praktik ini berkembang pesat sekitar abad ke-5 M atau
pada masa dinasti T’ang (618-907 M). Layanan gadai yang dibuka oleh
para biarawan Budha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
kaum miskin dan bukan dengan maksud mengejar keuntungan.
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Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya;

Rahin membayar hutangnya;

Dijual berdasarkan penetapan hakim atas permohonan rahin;
Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada
persetujuan dari pihak rahin (Anshori, 2006).
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Pendahuluan

Ketika berbagai negara di dunia melakukan hal-hal yang
mempengaruhi uang dan bisnis, hal itu juga dapat memengaruhi
undang-undang yang mereka miliki tentang hal-hal tersebut. Ini
terutama berlaku untuk hukum komersial, yang membahas tentang
cara kerja bisnis. Orang-orang mencoba membuat undang-undang ini
lebih mirip di banyak negara, sehingga lebih mudah bagi bisnis untuk
bekerja sama. Indonesia adalah salah satu negara yang telah
mengubah undang-undangnya agar sesuai dengan apa yang dilakukan
negara lain. Ini sebagian karena beberapa kelompok besar seperti
WTO dan IMF menyuruh mereka melakukannya, tetapi juga karena
masuk akal untuk memiliki aturan yang konsisten untuk bisnis. Salah
satu bagian dari undang-undang yang mereka ubah adalah tentang
apa yang terjadi jika sebuah perusahaan tidak dapat membayar
hutangnya (kebangkrutan). Undang-undang ini dulu didasarkan pada
apa yang dilakukan Belanda dulu, tetapi sekarang lebih seperti apa
yang mereka lakukan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan
Inggris.

Taflis (kebangkrutan) terjadi ketika terlalu banyak hutang yang
tidak dapat dibayar oleh orang-orang, terutama ketika ekonomi
tumbuh terlalu cepat. Di Indonesia, ada masalah besar dengan uang
yang mempersulit bisnis untuk membayar kembali utangnya dan
terus berjalan. Ini tidak baik untuk perekonomian negara. Indonesia
memiliki banyak orang yang menganut agama Islam. Pemerintah ingin
menggunakan nilai-nilai Islam untuk membuat perekonomian negara
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Kedua, pengajuan kepailitan juga dapat dilakukan oleh kejaksaan
untuk kepentingan umum. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk
mengajukan permohonan kepailitan jika diperlukan demi
kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus,
kepentingan umum dapat menjadi faktor penting dalam mengajukan
kepailitan.

Dengan demikian, UU Kepailitan menetapkan bahwa ada
beberapa pihak yang berwenang dalam mengajukan kepailitan. Jika
debitur masih berada dalam ikatan pernikahan yang sah, persetujuan
suami atau istri diperlukan untuk mengajukan kepailitan, kecuali jika
tidak ada persatuan harta dalam pernikahan tersebut. Selain itu,
debitur dengan dua atau lebih kreditor yang tidak dapat melunasi
setidaknya satu hutang yang jatuh tempo dapat mengajukan
kepailitan baik secara mandiri maupun atas permohonan salah satu
kreditornya. Selain pihak-pihak tersebut, kejaksaan juga memiliki
kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan jika
diperlukan demi kepentingan umum.

Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua
pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan. Dengan adanya
persyaratan yang jelas, proses pengajuan kepailitan dapat
berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penting bagi para pihak yang berwenang untuk memahami ketentuan
ini dan mengikutinya dengan seksama agar pengajuan kepailitan
dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

kkskkok ko
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E-Commerce dan Keuangan Islam

E-commerce merujuk pada proses jual beli barang dan jasa melalui
internet (Suhartono, 2010). Dalam beberapa tahun terakhir, e-
commerce telah menjadi semakin populer karena kemudahan dan
aksesibilitasnya. Di sisi lain, Keuangan Islam (Mundra, 2021) adalah
sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum Islam (Syariah). Sistem ini melarang beberapa aktivitas,
seperti membebankan bunga (riba) dan terlibat dalam transaksi
spekulatif (gharar) (Byjus, t.t.).

Dalam konteks e-commerce (Pratami, Hadi, dan Iyonu, 2022),
terdapat beberapa prinsip keuangan Islam yang harus diikuti untuk
memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip
Syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Larangan Riba
Transaksi yang melibatkan bunga tidak diperbolehkan dalam
keuangan Islam. Oleh karena itu, platform e-commerce yang
menyediakan opsi pembiayaan harus memastikan bahwa sistem
mereka sesuai dengan prinsip syariah.

2. Larangan Gharar
Transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau risiko yang
berlebihan tidak diperbolehkan dalam keuangan Islam (Nugraha,
2019). Oleh karena itu, platform e-commerce harus memastikan
bahwa syarat dan ketentuan yang mereka tawarkan jelas dan
transparan.
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perusahaan untuk menentukan apakah produk mereka memenubhi
standar halal. Bahan baku, pemasok, dan fasilitas produksi menjadi
titik perhatian utama. Fasilitas produksi harus mampu
mempertahankan integritas status halal produk dari titik masuk
hingga titik keluar. Setelah semua bahaya ditekan dalam fasilitas
tersebut, lembaga sertifikasi memberikan segel sertifikasi halal.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip e-commerce syariah meliputi
menghindari riba, gharar, dan produk haram, transparansi, serta
sertifikasi halal. E-commerce syariah harus memastikan bahwa
operasinya transparan, adil, dan bebas dari aktivitas yang dilarang.
Mereka juga harus memastikan bahwa produk dan layanan yang
mereka tawarkan sesuai dengan prinsip syariah, dan bahwa transaksi
yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam (Abdi Prawira, 2020).
Dalam konteks hukum bisnis syariah, e-commerce merupakan
persoalan kontemporer yang penting, karena melibatkan prinsip-
prinsip syariah dalam transaksi tersebut (Ulum, 2020).
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Prinsip-Prinsip Perdagangan Syariah
Pandangan Fathurrahman Djamil, dalam perdagangan syariah, terdiri
beberapa prinsip dasar yang harus dipahami yaitu :

1.

Rule of figh, mengingat Hukum Islam menyatakan bahwa pada
hakekatnya semua bentuk muamalah diperbolehkan jika tidak ada
dalil (aturan) yang melarangnya. Pengertiannya adalah bahwa
hukum Islam memungkinkan fleksibilitas yang besar dalam
pengembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru
kebutuhan hidup yang berkembang di masyarakat terdapat
transaksi keuangan di lembaga keuangan Islam.

Perdagangan berlangsung berdasarkan pertimbangan yang
membawa manfaat dan menghindari mudharat, atau sering disebut
manfaat. Karena asas ini maka segala bentuk Muamalah
bermasalah atau merugikan kehidupan yang tidak dapat
dibenarkan, seperti prostitusi, jual beli narkotika, jual beli orang,
dll.

. Perdagangan terjadi dengan menjalankan nilai keseimbangan

dalam pembangunan. Konsep kesimbangan dalam konsep
Syariah/muamalah islam memiliki bermacam segi, diantaranya
keseimbangan antara pembangunan spiritual dan materil;
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terlebih dahulu 2.Aspek halal bukanlah menjadi
pertimbangan yang utama.

3 Apek Sosial Dinyatakan secara | Tidak jelas
eksplisit dan tegas
yang tertuang dalam
visi dan misi

4 Organisasi Wajib memiliki | Tidak memiliki Dewan
Dewan Pengawas
Syariah (DPS) Pengawas Syariah (DPS)

Sumber: Muammar Arafat Yusmad, 2018
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Pendahuluan

Legislasi dan pengaturan Hukum Ekonomi Syariah merupakan proses
merumuskan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang
mengatur praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Ini meliputi larangan riba, gharar, maysir, dan haram. Lembaga
legislatif memiliki peran penting dalam menghasilkan kerangka
hukum yang sesuai, sedangkan lembaga eksekutif bertanggung jawab
untuk melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut. Penegakan
Hukum Ekonomi Syariah melibatkan lembaga pemerintah, seperti
otoritas moneter dan lembaga keuangan, dengan fokus pada
pemantauan, pengaturan, sanksi, dan penyelesaian sengketa terkait.

Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip-prinsip luas

yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Berikut adalah beberapa prinsip

dasar ekonomi dan keuangan Islam (Intan Theresia Hutabarat, 2022):

1. Harta benda, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak
dan segala sumber daya yang bernilai ekonomis dianggap sebagai
pemberian dan titipan dari Allah SWT.
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pengembangan peraturan hukum yang sesuai dengan prinsip-
prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan perlindungan
hak konsumen. Aspek struktur hukum melibatkan pembentukan
lembaga pengawasan dan regulasi yang kuat untuk mengawasi
kegiatan ekonomi syariah dan menegakkan aturan yang berlaku.
Aspek budaya hukum memerlukan kesadaran masyarakat dan
pelaku ekonomi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi
syariah melalui pendidikan, kampanye informasi, dan program
sosialisasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum
Ekonomi Syariah di Indonesia meliputi perangkat hukum yang
mengatur perkara dalam penegakan hukum, peran penegak hukum
seperti hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta keterlibatan para
pihak dalam proses penegakan hukum. Selain itu, sarana dan
prasarana yang menjadi standar dalam pelaksanaan penegakan
Hukum Ekonomi Syariah juga berperan penting.

Dalam implementasi dan penegakan hukum ekonomi syariah,
dukungan dari masyarakat dan pelaku ekonomi memainkan peran
yang signifikan. Masyarakat dan pelaku ekonomi perlu memiliki
pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah
dan menerapkan mereka dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Dengan demikian, implementasi dan penegakan Hukum Ekonomi
Syariah dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi pada
terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
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Sengketa Ekonomi Syariah

Konflik dan perselisihan merujuk pada situasi di mana tidak ada
kesepakatan antara pihak-pihak terkait mengenai suatu hal, fakta,
atau perbedaan kepentingan di antara keduanya (Amelia Rahmaniah,
2023). Ini bisa berupa ketidaksepakatan hukum atau perbedaan
pendapat mengenai kepentingan faktual antara dua belah pihak.

Ekonomi syariah mengacu pada kegiatan bisnis yang dilakukan
oleh individu, badan usaha yang memiliki status hukum atau tidak,
atau kombinasi keduanya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan
komersial dan nonkomersial sesuai dengan prinsip syariah. Ini
meliputi bisnis syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah,
pegadaian syariah, bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,
asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi
syariah, dan surat berharga syariah jangka menengah (Abdur Rahman
Adi Saputra, 2019).

Sejalan dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, lembaga ini memiliki tanggung jawab dan
kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikan kasus
tingkat pertama di kalangan umat Islam dalam bidang ekonomi
syariah, termasuk bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah,
dan sejenisnya. Pelanggaran janji (wanprestasi) terhadap
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Indonesia memiliki sejumlah lembaga arbitrase untuk
menyelesaikan konflik ekonomi dan bisnis, termasuk:

1) Penyelesaian konflik dalam bisnis dan ekonomi Islam
menjadi fokus BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat
Indonesia)

2) BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), yang
menangani permasalahan yang muncul selama penerapan
lembaga keuangan syariah.

3) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yang khusus
menangani kasus ekonomi dan niaga non-Islam.

*okokkokkokk
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BAB 13
TANTANGAN DAN PROSPEK
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung

Tantangan dan Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah
Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah terdapat di semua aspek
kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, politik, dan sosial. Hukum
Ekonomi Syariah ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia.
Jika kita melakukannya dengan baik, itu akan menciptakan esensi
kesejahteraan karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Tuhan
Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Pertama, para sahabat, mampu
melaksanakan Hukum Ekonomi Syariah dengan sempurna didasarkan
pada tuntunan Nabi sehingga diciptakan kemakmuran yang menjadi
pusat perhatian dunia. Dengan kata lain, hukum ekonomi syariah
bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan
zaman, misalnya pada zaman dahulu orang berdagang dengan sistem
barter. Setelah penemuan emas dan perak, kegiatan jual beli kemudian
dilanjutkan dengan tidak lagi menggunakan media emas dan perak,
tetapi menggunakan mata uang yang memiliki jaminan nilai emas dan
perak, sebagai gantinya. Demikian juga di era modern inij,
perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi telah
membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, termasuk bagi
umat [slam kegiatan ekonomi yang biasa disebut dengan Hukum
Ekonomi Syariah (Heri Sudarsono, 2002).

Menyusul pembubarannya dari Kekaisaran Romawi, Islam
muncul sebagai kekuatan baru yang berpengaruh pada abad ke-7 M,
memunculkan peradaban yang luar biasa. Peradaban ini ditandai
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Dalam hal ini dipertemukan dua kepentingan seperti kepentingan
ulama (DSNMUI) yang ingin membebaskan umat dari praktik riba dan
mengaitkan kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai keyakinannya, juga
kepentingan negara yang ingin mengakomodir aspirasi masyarakat.
Nilai-nilai kepercayaan secara filosofis telah membedakan ekonomi
syariah dengan ekonomi konvensional, karena ekonomi syariah
dibangun di atas kesamaan, kebersamaan, sedangkan pemangku
kepentingan akan saling membantu melalui hasil berbagi sebagai
instrumen penting dalam proses keadilan distribusi ekonomi, dan
bukan melalui bagi hasil seperti yang biasa dilakukan dalam ekonomi
konvensional (Ahmad Dimyati, 2007).

Perkembangan sistem ekonomi syariah melahirkan banyak
lembaga yang bermunculan, guna mempermudah ekonomi bangsa.
Salah satunya dengan lahirnya Institusi Keuangan Non Bank atau
IKNB syariah. IKNB syariah yang terdapat di Indonesia membawa
angin segar dan berpotensi untuk selalu berkembang dan
memberikan kemanfaatan bagi perekonomian. Berbagai kegiatan
yang merupakan bagian dari IKNB yang dalam implementasinya
menggunakan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum
ekonomi syariah meliputi industri asuransi, dana pensiun, keuangan
lembaga, dan lembaga jasa keuangan lainnya. IKNB syariah pada
prakteknya berbeda dengan IKNB konvensional karena produk dan
mekanisme transaksi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam
Hukum Ekonomi Islam. Selain itu, eksistensi ekonomi syariah saat ini
terlihat dengan bermunculannya Pasar Modal syariah. Pemerintah
dan DSN yang ikut andil dalam pembentukan regulasi mengenai IKNB
yang menyebabkan lahirnya perkembangan dari Pasar modal syariah.
di Indonesia sendiri, perkembangan pasar modal syariah disebabkan
oleh aktivitas halal ini, yaitu aktivitasnya jual beli surat berharga
(saham, sukuk), karena sejatinya dalam berbisnis atau jual beli yang
dalam islam disebut dengan muamalah semua transaksi
diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Di Indonesia,
terjadi kecenderungan pergeseran penggunaan pembiayaan
konvensional ke pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi Islam.
(Suhrawardi. K. Lubis, 2000)
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[slam dalam hal ini hukum ekonomi syariah memberikan
kontribusi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia melalui:

1. Perbaikan moral dan akhlak dalam berekonomi.

2. Kesejahteraan bersama, adil, dan demokratis adalah nilai-nilai
yang terkandung dalam ekonomi syariah dan sangat dijunjung
tinggi.

3. rakyat menengah ke bawah sangat diprioritaskan oleh sistem
ekonomi syariah, karena memberikan bantuan yang kongkrit
berupa pemberian pinjaman yang berpihak pada nasabah sebagai
peminjam.

4. Regulasi yang dibuat oleh DSN MUI melahirkan fatwa halal dan
haram, sehingga barang hasil produk industri.

5. Pembaharuan sistem MLM (Multi Level Marketing) yang berprinsip
syariah yang tidak mengandung spekulasi dan jelas objek jual
belinya seperti, Ahad -Net, MQ-Net, Revell Global, Tianshi, dll (Ali
Yafie, 2003).
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